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ABSTRAK 
Anugrah Ryandra Fahlevi, B11111269 “Penyelesaian Pelanggaran Kode 
Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.” 
dibimbing oleh bapak Said Karim selaku pembimbing I, dan bapak Abd. 
Asis selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama,Untuk 
mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI yang termasuk 
tindak pidana dan yang kedua adalah Untuk mengetahui Bagaimana proses 
pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap 
anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. 
Penelitian dilakukan di Markas Polisi Daerah Sulawesi Selatan-Barat 
(Disingkat dengan MAPOLDA SULSEL-BAR) metode penelitian 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pelanggaran pidana 
yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, 
pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, 
pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, 
dan hal lalin sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. (2)  pada dasarnya pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, 
memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang 
mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI. Dari hasil penelitian 
bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi POLRI berupa Tindak 
pidana banyak terjadi di wilayah POLDA SULSEL-BAR, Seperti tindak pidana 
penggunaan narkotika, penganiayaan dan lain-lain. Disamping itu adanya 
kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya 
pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan 
faktor aroganisme dari jiwa anggota POLRI tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang selalu 
berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi 
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam 
menghadapi masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat, 
Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang  kurang bersahabat 
dari masyarakat ketika melayani masyarakat. Oleh karena itu untuk 
memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi 
dan organ atau lembaga Kepolisian. 
       Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat 
UURI) No. 2 Tahun 2002  No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) berbunyi bahwa : 
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di   
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang 
adanya perlindungi hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif fungsi 
maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi 
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masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang 
dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram. 
Pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa POLRI sebagai 
salah satu  fungsi pemerintahan negara yang substansinya memuat hal di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang 
merupakan sesuatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal yang 
berdasarkan  hak  asasi manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain 
itu pernyataan tentang tujuan POLRI sangat penting artinya bagi 
pembentukan jati diri POLRI, karena tujuan akan memberikan batasasan 
dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaran fungsi 
POLRI dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan 
nasional. Kejelasan tujuan POLRI akan memberikan pula kejelasan visi 
dan misi yang diemban POLRI sehingga pada gilirannya akan merupakan 
pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat. 
Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI 
wajib memahami asas-asas hukum  yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :1 
a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak 
hukum wajib tunduk pada hukum. 
b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 
permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum 
diatur dalam hukum. 
                                                          
1
 ) Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32. 
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c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat 
polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan 
ketaatan hukum dikalangan masyarakat. 
d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari 
pada penindakan (represif) kepada masyarakat. 
e. Asas subsidaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak 
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh 
instansi yang membidangi. 
UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI diatur dengan lengkap 
dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja 
penyimpangan–penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut 
dalam menjalankan tugasnya. 
Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu 
pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada 
anggota POLRI  yang berada di kota – kota tertentu yang memiliki jumlah 
penduduk padat. Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang 
diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang 
berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga 
menimbulkan rasa malu pada korban/pelaku dan keluarga korban/pelaku 
maupun institusi. 
Warga masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui 
adanya jenis pelanggaran ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi 
mengenai jenis pelanggaran ini. Apabila masyarakat melihat suatu 
penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam 
keadaan tertentu masyarakat jarang melaporkan bahkan tidak mau 
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melaporkan penyimpangan tersebut karena malas berurusan dengan 
pihak POLRI, padahal  keadaan tersebut harus dilaporkan ke Sentra 
Pelayanan Kepolisian (selanjutnya disingkat SPK) pada kantor POLRI 
terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara di lingkungan 
peradilan umum.  
Penyimpangan perilaku oknum POLRI tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota POLRI yang diatur 
dalam UURI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Upaya penegakan 
Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya 
pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. 
Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam hal penegakan 
hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. 
Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan 
penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, misalnya banyaknya 
kasus penyalah gunaan senjata api oleh anggota POLRI, adanya anggota 
POLRI yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang 
anggota POLRI, termasuk dalam hal ini kasus pengrusakan fasilitas 
kampus, penganiayaan mahasisiwa Universitas Makassar Negeri 
(selanjutnya disingkat UNM) dan penganiayaan jurnalis oleh beberapa 
anggota polisi pada saat pengamanan aksi demo mahasiswa yang 
menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak ( selanjutnya disingkat 
BBM) di Makassar pada 13 November 2014 menjadikan keprihatinan 
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sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok POLRI 
yang disebutkan dalam Pasal 4 UURI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
POLRI yang berbunyi : 
    Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 
hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 
Sulit rasanya memishkan keeratan hubungan antara mayarakat 
dengan POLRI. Tidak ada masyarakat tanpa POLRI (ubi societas ubi 
politie). POLRI merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua 
keberadannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah 
manusia. Seperti kita ketahui, POLRI (mulai dalam bentuknya yang amat 
sederhana sampai POLRI modern) dimanapun di dunia ini mempunyai 
dua peran sekaligus. 
1. POLRI adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara 
keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai 
suasana kehidupan aman, tentram dan damai. 
2. POLRI adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan 
norma yang hidup dimasyarakat.2 
 
POLRI sebagai salah satu aparat penegak hukum yang 
sebagaimana tugas pokoknya adalah menjaga dan menegakkan hukum, 
kini timbul pernyataan, bahwa bagaimana kemudian kalau  ketika POLRI 
yang seharusnya menegakkan hukum tetapi melanggar hukum itu sendiri 
dan melanggar kode etiknya. 
                                                          
2
 ) Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi 
POLRI,Surabaya,Laksbang Grafika,2014 hlm. 187 
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Berdasar dari pertanyaan di atas, Penulis akan mencoba mengkaji 
dalam sebuah skripsi dengan judul “Penyelesaian Pelanggaran Kode 
Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak 
Pidana.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI yang 
termasuk tindak pidana ?  
2. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik 
profesi POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak 
pidana ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI 
yang termasuk tindak pidana 
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2. Untuk mengetahui Bagaimana proses pemeriksaan terhadap 
pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap anggota POLRI 
yang melakukan tindak pidana. 
  2.  Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 
Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran 
tentang aparat penegak hukum serta bagaimana yang seharusnya 
dilakukan dalam menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian 
2. Manfaat Teoritis 
Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangan 
tambahan ilmu tentang cara membangun citra yang baik dalam 
penaggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pelanggaran 
Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau 
kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” 
dan akhiran “an”. pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) 
melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.3  
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat menunjukan 
bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan perundang-undangan 
hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya 
seorang pengendara sepeda motor ditahan polisi karena melawan 
aturan lalu lintas. 
       Moeljanto mengemukakan Pelanggaran adalah  : 
     Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang baru dapat diketahui 
setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi 
pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan 
peruindang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan 
pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat 
dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan 
melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam 
masyarakat.  
 
       Sedangkan menurut Bawengan mengemukakan bahwa: 
 
Pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa 
yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang atau 
pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang Dicap 
                                                          
3
 ) Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2002   
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sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban 
hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik 
hukum. 
 
Dengan adanya pengertian-pengertian atau keterangan-
keterangan di atas, maka menurut penulis bahwa kata pelanggaran 
dalam artian berlawanan, bertentangan, tidak sesuai, menyalahi 
aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan 
perbuatan melanggar atau masalah lalu lintas, maka dapat dikatakan 
bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh 
UU. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelanggaran adalah 
perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan, baik 
yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. 
B. Kode Etik Profesi 
1. Etika 
Ditinjau secara etimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, 
ethos. Menurut kamus Webster New World Dictionary, etika 
didefinisikan sebagai “The characteristic and distinguishing attitudes, 
habits, believe, etc., of an individual or of group” (sikap-sikap, 
kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya dari 
seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan 
menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan 
seorang atau kelompok lain). Dengan kata lain, etika merupakan 
10 
  
sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 
seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.4 
 
        Beberapa definisi etika tersebut dapat segera diketahui bahwa 
etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut :5 
   Pertama, dilihat dari objek pembahasannya, etika berupaya 
membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 
Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal 
pikiran atau filsfat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat 
mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat 
berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebgainya. Selain itu, 
etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku 
manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, 
ilmu ekonomi, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena 
berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki objek 
pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia. 
Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, 
penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan 
oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, 
buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Etika lebih berperan 
sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan 
oleh manusia. Peranan etka, hal ini tampak sebagai wasit atau 
hakim dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau 
pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan menentukan posisi 
atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu 
kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. 
Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etka bersifat relatif, yakni dapat 
berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. 
 
Para ahli membagi etika pada dua bagian, yaitu etika deskriptif 
dan etika normatif. Sedangkan, ada pula yang membagi menjadi tiga 
bagian atau tiga bidang studi, yaitu etika deskiptif, etika normatif, dan 
                                                          
      
4
 ) Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim, Jakarta, 
Mahkamah Agung RI, 2004, Hlm. 4. 
      
5
 )Sidi Gazalba, Sistematika Filsfat ,Buku IV, Jakarta, Bulan Bintang, 1981, Hlm. 511. 
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metaetika. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran 
dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak 
dari kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat 
digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti dapat yang 
dilakukan terhadap fenomena spiritual yang lainnya, misalnya religi 
dan seni. Oleh karena itu, etika deskriptif digolangkan menjadi bidang 
ilmu pengetahuan empiris dan berhungan erat dengan sosiologi . 
Hubungannya dengan sosiologi, etika deskriptif berupaya menemukan 
dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral pada 
suatu kultur tertentu.6 
  Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, 
sejarah moral yang mrneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma 
moral yang pernah diberlakukan pada kehidupan manusia pada kurun 
waktu dan suatu tempat tertentu atau pada suatu lingkungan besar 
yang mencakup berbagai bangsa; kedua, fenomenologi moral, yang 
berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai 
fenomena moral yang ada. 
  Adapun etika normatif kerap kali juga disebut filsafat moral 
(moral philosophy) atau juga disebut etika filsafat (philosophical 
ethics). Etika normatif dapat dibagimenjadi dua teori, yaitu teori-reori 
                                                          
      
6
)Jan Hendrik Rapar, Pengantar filsafat, Yogyakarta, Penerbit Kanisisus, 1996, Hlm. 62-
63. 
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nilai (theories of value) dan teori-teori keharusan (theories of 
obligation). Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan, sedangkan 
teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Ada pula yang membagi 
etika normatif menjadi dua golongan sebagai berikut: konsekuensialis 
(teleologikal) dan non konsekuensialis (deontologikal). 
Konsekuensialis (teleologikal) berpendapat bahwa moralitas suatu 
tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun non 
konsekuensialis (deontologikal) berpendapat bahwa moralitas suatu 
tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari 
tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya atau oleh 
keberadaannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-
prinsip tertentu.7 
 
2. Profesi 
  Banyak sarjana hukum yang mencari suatu batasan tentang 
Makna profesi, namun hingga kini belum ada kata sepakat tentang apa 
sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu 
standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagai manakah 
yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebagai pegangan 
diketengahkan pengertian profesi dan professional sebagai berikut : 
1. Istilah profesi dalam kamus Webster World Dictionary didefinisikan 
suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau 
                                                          
      
7
) ibid.  
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latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti 
dalam bidang obat-obatan hukum, teologi, engineering dan 
sebagainya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu 
berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung 
jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.8 
2. Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profession adalah 
keahlian dalam ilmunya atau menguasai ilmunya serta 
diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Adapula 
yang memperhatikan profesi tersebut dari segi apa yang harus 
yang dimilikinya atau ciri-ciri apa yang dapat memberikan petunjuk 
padanya.9 
 
Secara tradisional ada empat profesi meliputi kedokteran, 
hukum, pendidikan dan kependetaan. Muhammad Imaduddin 
Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul “Profesionalisme Dalam 
Islam” pada jurnal Ulumul Qur’an Nomor 1, Vol IV Tahun 1993 
mengemukakan bahwa : Profesionalisme biasanya dipahami sebagai 
suatu kualitas yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di 
dalamnya terkandung beberapa ciri sebagai berikut :10 
Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta 
kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.  
Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam 
menganalisis suatu masalah, dan peka dalam membaca situasi, 
cepat dan tepat  serta cermat dalam mengambil keputusan yang 
terbaik atas dasar kepekaan.  
Ketiga, punya sikap berorientasi, sehingga punya kemampuan 
mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang 
dihadapannya.  
                                                          
      
8
) Wildan Suyuti Mustofa,Op.cit.,Hlm. 5 
      
9
) Ignatius Ridwan Widyadharma,Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, Semarang, 
Mimbar, 2000 Hlm. 10 
      
10
) Suhrawardi K.Lubis,Etika Profesi Hukum, Jakarta, sinar Grafika, 2006 Hlm. 10 
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Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan 
kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai 
pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik 
bagi diri dan perkembangan pribadinya. 
 
Lebih lanjut Muhammad Imaduddin Abdulrahim mengemukakan 
bahwa, dalam Al-Qur’an manusia dengan karakteristik, dan kualitas 
seperti itu ditanyakan sebagai berikut : Gembirakanlah para hamba-
hambaKu, yang suka menyimak pendapat orang dan (pandai) 
mengikuti yang terbaik daripadanya, merekalah yang mendapat 
hidayah Allah dan merekalah Ulil al-bab (QS. Az Zumar (39); 17-18)  
Manusia harus mengembangkan watak pribadinya, juga 
kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka 
mempelajari hal-hal baru dan senang mendengar setiap masukan dari 
mana pun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring 
masukam mana yang bermanfaat bagi kemajuan individunya. 
Selain itu, manusia juga harus meyakini akan sifat-sifat 
sunnatullah yang mengatur alam dan kehidupan di dunia yang pasti, 
tetap dan objektif, sehingga mereka tertempa dan mempunyai watak 
yang senantiasa optimistik dalam menghadapi masa depan. 
Pengalaman yang akrab dengan alam telah melahirkan suatu 
keyakinan akan  kemampuan manusia menjadi pemimpin atau khalifah 
di permukaan bumi ini, guna memakmurkan kehidupan manusia. 
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James J. Spillane S.J., mengemukakan bahwa banyak artikel 
yang memuat ciri-ciri khas profesi ini. Misalnya menurut artikel 
internasional Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas dari suatu 
profesi sebagai berikut :11 
1. Suatu bidang terorganisasi dari jenis intelektual yang terus 
menerus dan diberkembang dan diperluas; 
2. Suatu teknik intelektual; 
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan 
praktis; 
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi; 
5. Beberapa standar pernyataan tentang etika yang dapat 
diselenggarakan; 
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; 
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu 
kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang 
tinggi antar anggota; 
8. Pengakuan sebagai profesi; 
9. Perhatian yang profesional terhadap  penggunaan yang 
bertanggung jawab  dari pekerjaan profesi; 
10. Hubungan erat dengan profesi lain.  
                                                          
      
11
)Budi Susanto,et.al.,(ed), Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis ,1992, Hlm. 41 
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Dalam kaitannya dengan profesi hukum, bahwa profesi hukum 
adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi 
hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan 
memelihara ketertiban yang berkaitan di dalam kehidupan masyarakat. 
Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan 
sarana yang mewujudkan dari berbagai kaidah perilaku masyarakat 
yang disebut sebagai kaidah hukum, berupa hukum positif yang 
berlaku dalam masyarakat yang tersusun dalam suatu sistem yang 
disebut sebagai tata hukum. 
3. Kode Etik Profesi 
Dalam buku Abdulkadir Muhammad.12 Disebutkan bahwa kode 
etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima 
oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk 
kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus 
menjamin mutu moral profesi dimata msyarakat. Kode etik profesi 
merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan 
penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, setiap kode etik profesi 
selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam 
bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan 
menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat 
                                                          
      
12
) Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 
34 
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fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan 
pihak lain, dan pencegahan kesalah pahaman konflik. Namun kode 
etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak 
sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga 
menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan 
tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukan 
kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan profesional anggota 
kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan 
kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar 
kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak 
berdosa kepada sesama manusia. 
Mengingat pentingnya etika dalam profesi hukum, sangatlah 
penting untuk menanamkan etika sejak dini kepada calon profesional 
hukum. Tujuan pendidikan hukum bagi calon sarjana hukum adalah 
menciptakan sarjana hukum yang profesional, yang menguasai secara 
penuh ilmu pengetahuan yang digeluti untuk diterapkan dalam praktik. 
Penanaman etika ini diharapkan dapat membekali calon profesional 
hukum agar kelak pada ssat menjadi seseorang pengemban profesi 
dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya.  
Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau 
pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau 
merupakan daftar kewajiban dalan menjalankan suatu profesi yang 
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disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka 
dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai 
etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali 
bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak 
atau berprilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-
nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.13 
Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau 
organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral 
bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi 
tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan 
organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, 
baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. 
Demikian pula pada profesi POLRI, mempunyai kode etik yang berlaku 
bagi POLRI dan pemegang fungsi POLRI. Kode etik bagi profesi 
POLRI tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga 
telah diatur secara normatif dalam UURI No. 2 Tahun 2002 tentang 
POLRI yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERKAPOLRI) No. 14 
Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
                                                          
      
13
) Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi 
POLRI,Surabaya,Laksbang Grafika, 2014, Hlm. 156-157 
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Indonesia, sehingga kode etik profesi POLRI berlaku mengikat bagi 
setiap anggota POLRI.  
Fungsi kode etik Profesi POLRI14 adalah sebagi pembimbing 
perilaku anggota POLRI dalam menjalankan pengabdian profesinya 
dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota POLRI tidak 
melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis 
dan tidak melakukan penyalah gunaan wewenang atas profesi POLRI 
yang dijalankan. Kode etik POLRI merupakan kristalisasi dari nilai-niali 
Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan 
jati diri setiap anggota POLRI dalam wujud komitmen moral yang 
meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan 
etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan 
sebelumnya etika profesi POLRI hanya meliputi etika pengabdian, 
etika kelembagaan dan etika kenegaraan. 
C. Kepolisian 
1. Pengertian 
Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah 
mendengar dan mengetahui apa itu “Polisi”. Dimanapun orang berada, 
baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa 
dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan 
                                                          
      
14
) Ibid., Hlm. 159-160 
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tugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, 
masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi 
yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing 
yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang 
menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi. 
Pendapat demikian itu memang menunjukan pengertian yang 
tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya 
diperlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang 
lebih lengkap. 
       Pengertian Polisi Menurut Soerjono Soekanto: 
 
      
     Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian 
masyarakat yang berfungsi sebagaipenindak dan pemelihara 
kedamaaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan 
ketertiban masyarakat (Kamtibmas).15 
 
       Secara normatif pengertian Kepolisian tertuang dalam pasal pasal 
1 angka 1 UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yang menyatakan 
bahwa :  
      Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undanagan.  
 
Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua 
pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati 
                                                          
      
15
) Anton Tabah. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT. 
Gramedia Pustka Utama. Hlm 15 
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dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 
UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI tersebut, maka fungsi 
Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyrakat, penegakan 
hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyrakat. 
Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ 
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan 
wewenang buntuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan 
perundang-undanagan. Dengan demikian dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang 
fungsi dan lembaga kepolisian.  
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan 
mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu 
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasayarat 
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 
terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 
ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang 
membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi 
dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 
menanggulangi segalah bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 
22 
  
 
2. Korelasi antara POLRI dan Masyarakat 
Seperti kita ketahui, hukum terutama menurut paham 
positivisme dan legalisme umumnya terangkum dalam rumusan pasal 
peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal tersebut hanyalah 
ancaman kosong dan beku, yang tiada bermakna tanpa bantuan 
institusi kekuasaan yang namanya POLRI.. Apalah artinya ancaman 
hukuman dalam peraturan hukum dikemas dengan sangat berat dan 
mengerikan bila tidak mendapat bantuan dari POLRI. untuk 
dipaksakan penerapannya. Sampai-sampai ada yang memfigurkan 
POLRI sebagai aktualisasi dari hukum itu sendiri. POLRI adalah 
penegak hukum yang hidup atau the living law menurut Eugen Erlich. 
Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus dilihat 
dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat 
pada perilaku POLRI yang merupakan garda terdepan pada proses 
penegakan hukum. Bagaimana POLRI berperilaku, begitulah hukum 
bekerja.  
Pada pelaksanaan peran sebagai pemelihara keamanan dan 
ketertiban masyrakat (kamtibmas), POLRI melaksanakan tugas 
mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyrakat dari perilaku 
jahat yang diperagakan para penjahat. POLRI, bersama anggota 
masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif, yaitu mencegah 
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terjadinya kejahatan. POLRI bahu membahu bersama masyarakat 
melakukan penjagaan keamanan lingkungan (Siskamling). Polisi harus 
siap siaga dan alert terhadap keadaan yang mengancam keselamatan 
masyarakat.  
       Dalam Pasal 4 UURI No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI berbunyi 
bahwa :  
      Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara 
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyrakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyrakat, serta terbinanya ketentraman masyrakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 
Dalam Pasal 13 dan 14 UURI No.2 tahun 2002  Tentang POLRI 
juga dijelaskan beberapa tugas yang diemban POLRI yaitu : (1) 
memelihara keamanan dan ketertiban masayrakat, (2) menegakkan 
hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat, (4) membina dan meningkatkan partisipasi, 
kesadaran dan ketaatan masyrakat terhadap hukum dan peraturan 
perundang-undangan, serta (5) turut dalam pembinaan hukum 
nasional. Rumusan tersebut tidak jauh berbeda dengan tugas 
kepolisian sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 tahun 1961 
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang menyatakan bahwa POLRI bertugas memelihara 
keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi 
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perlindungan dan pertolongan. POLRI juga bertugas mencegah dan 
memberantas menjalarnya penyakit sosial, seperti gelandangan, 
premanisme, dan lain-lain. Tidak hanya itu, POLRI juga 
mengusahakan ketaatan warga mayarakat terhadap peraturan-
peraturan negara. 
Tugas pengayoman kepada masyarakat kadangkala juga 
diaktualisasikan dalam tindakan konkret yang sebenarnya sepele, 
tetapi maknanya sangat dalam bagi anggota masyarakat yang 
mengerti arti sebuah nilai pengabdian. Misalnya, POLRI harus 
menyeberangkan orang tua atau anak-anak manakala jalan ramai. 
Atau juga POLRI harus menjaga dengan kewaspadaan tinggi ditengah 
malam pada saat warga masyarakat tertidur lelap. 
Namun demikian, pengabdian dan pengorbanan POLRI kepada 
masyarakat tidak selalu mendapat imbalan dan penghargaan. 
Jangankan penghargaan, pengakuan saja kadang sulit diterima POLRI 
dari masyarakat atas pengabdiannya. Kesemuanya itu disebabkan 
oleh “nila setitik yang merusak susu sekolam”. Ada oknum POLRI 
yang merusak jati dirinya dan jati diri seluruh korps POLRI, yaitu 
melakukan tindakan menyimpang yang menyakitkan sehingga 
membekas di hati masyrakat. Misalnya tindakan POLRI memeras 
masyarakat, meminta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, 
menjadi backing bagi sindikat perjudian dan premanisme, mengambil 
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uang negara melalui korupsi dan kolusi, bahkan sampai menyimpang 
mengganggu isteri orang. 
Pepatah nila setitik merusak susu sekolam agaknya berlaku 
terhadap korps POLRI. Sehingga citra POLRI di mata masyarakat sulit 
merangkak naik akibat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 
segelintir oknum POLRI nakal.16 
3. Dasar Hukum, Tugas Dan Kewenangan POLRI 
Dasar hukum bagi POLRI dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya adalah : 17 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
pasal 30  ayat (1),(2),(3),dan (4); 
b. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan 
kepolisian Negara Republik Indonesia; 
c. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan 
peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
d. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolian Negara 
Republik Indonesia; 
e. Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
                                                          
       
16
) Pudi Rahardi,opcit Hlm. 156-157  
      
17
) Muhammad Shauman Awalin Suriadi, 2013. Skripsi: MEMBANGUN CITRA POLISI   
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS 
DI POLRES WAJO(Suatu Kajian Sosiologi Hukum). Makassar : Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Hlm 19..  
26 
  
f. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Kewenangan POLRI diatur dalam UURI No. 2 Tahun 2002 
Tentang POLRI, yang menegaskan tugas dan wewenang POLRI 
dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut: 
1) Pasal 13 
Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; 
2. Menegakkan hukum; 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
2) Pasal 14 
Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bertugas: 
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
dengan kebutuhan; 
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan; 
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 
perundang-undangan; 
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, 
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya; 
8. Menyelenggaakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian 
umtuk kepentingan tugas kepolisian; 
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
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bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
10.Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang 
berwenang; 
11.Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
12.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
3) Pasal 15 
1.Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik 
Indonesia secara umum berwenang: 
a.menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 
yang dapat menganggu ketertiban umum; 
c.mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d.mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e.mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif kepolisian; 
f.melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g.melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h.mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i.mencari keterangan dan barang buktu; 
j.menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k.mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l.memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat; 
m.menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
peraturan        perundang-undangan lainnya berwenang: 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 
dan kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
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d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat 
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam 
bidang teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 
instansi terkait; 
j.  Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
kepolisian internasional; 
k. Melaksnakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisian. 
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
4) Pasal 16 
1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i.  Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah 
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atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak 
pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan 
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada 
penuntut umum; dan 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
2.Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
1 adalah  tindakan penyelidikan dan penyidikan yang 
dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan tindakan  tersebut dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya; 
                                        d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
yang memaksa; dan 
e. Menghormati hak asasi manusia. 
D. TINDAK PIDANA 
1. Pengertian 
Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan manusia mulai 
mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian 
bidang-bidang hukum dan sifatnya juga belum tertulis. Adanya 
peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai 
oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-
perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap 
pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal 
lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Dalam teks bahasa Belanda dari KUHPidana, dapat ditemukan 
istilah strafbaar feit. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum 
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Nasional dalam menerjemahkan KUHPidana dari bahasa Belanda ke 
bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strafbaar feit ini sebagai 
tindak pidana. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah 
perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana 
dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPidana. Sebagai 
contoh, Pasal 338 KUHPidana menentukan bahwa “barang siapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” 
dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu 
perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan 
sengaja oleh pelakunya. 
Beberapa definisi menurut para ahli tentang tindak pidana, 
antara lain : 
a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.18 
b. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh 
Moeljatno, “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan 
dengan kesalahan.19 
 
                                                          
      
18
) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,Jakarta,Eresco, 2006 
Hlm. 50 
 
      
19
) Moeljatno, Asas-Asas Hukum,Jakarta,Bina Aksara,1984, Hlm. 56 
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Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki 
pandangan yang berbeda  dengan penulis-penulis lain tentang definisi 
tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. 
Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan 
saja, sebagai mana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya 
menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan 
ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Dari pandangan Moeljatno, 
unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti 
kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan 
kedalam definisi perbuatan pidana, melaiankan merupakan bagian dari 
unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.20 
Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang 
struktur tindak pidana, yaitu : (1) konsep penyatuan antara perbuatan 
dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak 
pidana, dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan keduanya 
merupakan syarat-syarat untuk dipidananya.21  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam mengemukakan apa yang meruupakan unsur-unsur 
tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan 
                                                          
      
20
) Ibid. 
      
21
) Ibid. 
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antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur-unsur (bagian) perbuatan 
ini juga disebut unsur (bagian) objekif sedangkan unsur (bagian) 
kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. 
Bambang Poernomo menulis bahwa pembagian dasar dalam 
melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar 
yang terdiri :22 
1. Bagian yang objektif menunjuk bahwa delict/ strafbaar feit terdiri 
dari suatu perbuatan (een doen of natalen) dan akibat yang 
bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang 
melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan diancam 
dengan pidana oleh aturan hukum, dan 
2. Bagian yang suubjektif yang merupakan analisir kesalahan dari 
pada delict/ strafbaar feit 
 
Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/ 
strafbaar feit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu 
kelakuan bertentangan dengan hukum (onrechmatig atau 
wedderechtelijk) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang 
atau pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat 
diperslahkan (toerekeningsvatbaarheid) kelakuan yang bertentangan 
dengan hukum itu.  Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian 
secara terinci, misalnya D.Haziwinkel-Suringa, sebagaimana yang 
                                                          
      
22
) Bambang Poernomo,,Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta,Ghalia Indonesia,1978 Hlm. 
98 
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dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana yang lebih terinci, yaitu : 23 
1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (menselijjjke 
gedraging),berupa berbuat atau tidak berbuat. Hukum pidana kita 
adalah hukum pidana perbuatan (daadstrfrecht). Cogitationis 
poenam nemo patitur (tidak seorang pun dapat dipidananya hanya 
atas apa yang dipikirkannya). 
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat 
pada delik material. 
3. Pada delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (oogmerk), 
sengaja (opzet) dan kealpaan (zaamheid atau culpa). 
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan 
objektif, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHPidana) dan 
pengemisan (Pasal 504 ayat (1) KUHPidana) hanya dapat dipidana 
di depan umum. 
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan 
untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 KUHPidana : ”jika 
pecah perang”; Pasal 164dan 165 KUHPidana : “jika kejahatan itu 
dilakukan”; Pasal 354 KUHPidana : “kalau orang itu jadi bunuh diri”; 
Pasal 531: “jika kemudian orang itu meninggal”. 
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang 
khusus yankni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum, 
tanpa wewenang, dengan melampaui wewenang. 
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya 
dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang 
mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 
122: dalam waktu perang.  
 
       H.B Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo,       
mengemukakan bahwa suatu tindakan pidana dimungkinkan ada 
beberapa     unsur (elemen), yaitu: 24 
1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau 
tidak berbuat 
                                                          
      
23
) Ibid., Hlm. 90 
      
24
) Ibid., Hlm. 99. 
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2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. 
Elemen akaibat ini dapat dianggap telah nyata dalam suatu 
perbuatan rumusan undang-undang. Kadang-kadang elemen 
akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, akan tetapi kadang-
kadang elemen akibat inyatakan dengan tegas yang terpisah 
dari perbuatannya seperti di dalam delik materil. 
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-
kata sengaja atau alpa 
4. Elemen melawan hukum 
5. Dan deretan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-
undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam 
Pasal 160 diperlakukan elemen dimuka umum dari segi subjektif 
misalnya Pasal 340 diperlakukan unsur direncanakan lebih 
dahulu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
tulisan ini, maka penelitian dilakukan Untuk memperoleh data-data dan 
informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di 
Makassar yaitu tepatnya di POLDA Sul-SelBar, Tempat penelitian 
tersebut dipilih oleh Penulis, karena dianggap berkesesuaian dengan 
judul yang diangkat oleh penulis 
B. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data yang dikumpul dari responden baik melalui wawancara 
langsung, dengan kata lain adalah data yang diperoleh langsung 
dari objek penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data berupa dokumen – dokumen penting yang didapatkan oleh 
peneliti.  Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data 
tersebut antara lain : 
1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat. Seperti : Pancasila, UUD 1945 serta 
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). 
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur 
yang berkaitan dengan permasalahan. Seperti : Undang - 
undang, jurnal, makalah dan buku – buku mengenai objek 
penelitian. 
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 
sekunder. Seperti : Kamus Hukum, Kamus Bahasa 
Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Hukum 
Kontemporari. 
C. Tehnik Pengumpulan Data  
Untuk mengumpukan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
maka tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 
a. Wawancara 
Mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 
langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat 
terlebih daulu kepada responden yang berkaitan dengan objek 
penelitian. 
b. Pengamatan 
Mengadakan pengamatan secara intensif langsung ke lokasi 
penelitian. 
c. Studi Kepustakaan 
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Mempelajari dan mengumpulkan data dari literatur, jurnal hukum 
dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun 
lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya 
analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan 
maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian 
diarahkan, diteliti, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku 
serta perbandingkan, kemudian dutuangkan ke dalam suatu 
kesimpulan dengan metode indukatif, yaitu menarik kesimpulan dari 
hal umum ke hal – hal yang khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI yang termasuk tindak 
pidana  
Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral 
dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang 
telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan 
penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan 
atau norma yang mengikat baginya. 
Adapun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota 
kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, 
penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian 
uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lalin sebagaimana tertera 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 11 Peraturan 
Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia , dijelaskan bahwa jenis tindakan 
yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat 
diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, 
melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain. 
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     Dari hasil penelitian, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI 
dalam hubungannya dengan kode etik profesi kepolisian data yang 
diperoleh penulis dari POLDA SULSEL-BAR yaitu pada tahun 2013-2014. 
Berikut data yang diperoleh penulis di kantor Polda SulSel-Bar mengenai 
tindak pidana anggota kepolisian yang dilakukan periode 2013-2014. 
 
Sumber : Propam POLDA SULSEL-BAR 
NO Wujud Perbutan Tindak 
Pidana 
JUMLAH 
1 Penipuan 7 
2 Penyalahgunaan narkotika 28 
3 Korupsi (gratifikasi) 1 
4 Penggelapan 7 
5 Cabul 2 
6 Penganiayaan 2 
7 Aborsi 1 
8 Perzinaan 1 
9 Memberikan keterangan palsu 
(buku nikah) 
1 
10 Pemerkosaan 1 
11 Perjudian 1 
12 Pembunuhan 1 
 TOTAL 53 
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Menurut table diatas, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI 
yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRi 
diwilayah POLDA SULSEL-BAR tahun 2013-2014 berjumlah 12 bentuk 
yaitu sebagai berikut : 
1. Penipuan 
Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378-395 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana. Pengertian tindak pidana penipuan 
dijelaskan didalam pasal 378 KUHP yang berbunyi : 
     Barang siapa dengan maksud hendak mengguntungkan diri 
sendiri atau dengan orang lain dengan melawan hak, baik 
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan 
akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu 
barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum 
karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
empat tahun. 
 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana penipuan ini berjumlah 7 orang. 
2. Narkotika 
Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah 
gunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 
hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan narkotika adalah 
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 
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atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, 
yang dibedakan kedalam golongan-golongan.   
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berjumlah 28 
orang. 
3. Korupsi ( gratifikasi ) 
Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah menyelewengkan uang/barang milik 
perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan 
jabatan untuk kepentingan pribadi. Penjelasan yang dimaksud 
dengan "gratifikasi" dalam ayat 1 pasal 12 B adalah pemberian 
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam 
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana korupsi gratifikasi ini berjumlah 1 orang. 
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4. Penggelapan 
Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 372-377 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana. Pengertian tindak pidana penggelapan 
dijelaskan didalam pasal 372 KUHP yang berbunyi : 
     Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 
suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan 
karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
 
Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian 
dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa dalam pencurian barang 
yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih 
harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya 
barang itu sudah ada dotangan sipembuat tidak dengan jalan 
kejahatan. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana penggelapan ini berjumlah 7 orang. 
5. Perbuatan Cabul Terhadap anak 
Perbuatan Cabul Terhadap diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur 
mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak dalam pasal 82 
yang berbunyi : 
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     Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini berjumlah 2 
orang.  
6. Penganiayaan 
Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 351-358 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana. Menurut yurisprudensi penganiayaan 
diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 
rasa sakit atau luka.  
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana penganiayaan ini berjumlah 2 orang. 
7. Aborsi 
Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana 
aborsi antara lain adalah pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang 
berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, 
ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja 
menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan 
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ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung 
tersebut. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana aborsi ini berjumlah 1 orang. 
8. Perzinahan 
Tindak pidana perzinahan diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana. Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang 
Perzinahan terdiri dari lima (5) ayat, namun pada kesempatan ini, 
penulis mencoba mencermati dan menganalisa Pasal 284 ayat 1 ke 
1e KUHP, karena memang pasal ini yang kerap dilanggar (lazim 
terjadi) dan diterapkan kepada pelaku-pelaku dalam tindak pidana 
perzinahan, yang berbunyi ; Dihukum Penjara selama-lamanya 
sembilan bulan, (a). Laki-laki yang beristri berbuat zinah, sedang 
diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya, (b). 
Perempuan yang bersuami, berbuat zinah. Zinah sebagaimana 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung 
pengertian bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau 
perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-lai 
bukan istri atau suaminya, persetubuhan dimaksud dilakukan atas 
dasar suka sama suka. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana perzinahan ini berjumlah 1 orang. 
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9. Memalsukan surat-surat (buku nikah) 
Tindak pidana memalsukan surat-surat diatur dalam pasal 263-276 
Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Kejahatan Pemalsuan Surat 
pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok 
( bentuk standar ) yang dimuat dalam Pasal 263, yang merumuskan 
adalah sebagai berikut: 
     Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu 
hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulakan 
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 
lama 6 tahun. 
 
Dalam penjelasan ayat 263 KUHP , membuat surat palsu ialah 
membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat 
surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak 
benar. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana memalsukan surat ini berjumlah 1 orang. 
10. Tindak pidana pemekosaan 
Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana yang berbunyi : 
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Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
Inti delik dari pasal 285 ini adalah Perbuatan yang dilakukan harus 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan yang 
dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat 
melawa dan terpaksa melakukan persetubuhan. perempuan yang 
disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah. 
Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara 
pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana pemerkosaan ini berjumlah 1 orang. 
11. Tindak Pidana Perjudian 
Tindak pidana Perjudian diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana. Dalam ayat 1 yang berbunyi : 
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 
(sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya 
Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa 
mempunyai hak untuk itu : 
1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain 
judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha 
semacam itu ; 
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan 
sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu 
dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan 
itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada 
pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. 
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3. turut serta didalam permainan judi sebagai usaha. 
 
 
Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap 
permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan 
diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila 
kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih 
tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. 
Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga 
pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang 
lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di 
dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana perjudian ini berjumlah 1 orang. 
12. Tindak pidana pembunuhan 
Tindak pidana memalsukan surat-surat diatur dalam pasal 338-350 
Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Tindak pidana pembunuhan 
atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah 
berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk 
menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus 
melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat 
dengan meninggalnya orang lain. 
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Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau 
dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: 
(1). Atas dasar unsur kesalahan 
(2). Atas dasar objeknya (nyawa) 
Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap 
nyawa, ialah: 
1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
(dolus misdrijven) 
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian 
(Culpose misdrijven) 
Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang 
dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja 
dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu: 
1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umunya, dimuat dalam 
Pasal: 338, 339, 340, 344, 345. 
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343 
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 
kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 377, 348, dan 
349. 
Dilihat dari segi “kesengajaan (dolus/opzet)”  maka tindak pidana 
terhadap nyawa ini terdiri atas: 
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1. Dilakukan dengan sengaja 
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat 
3. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu 
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh 
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. 
Di wilayah POLDA SULSEL-BAR anggota POLRI yang terkait 
dengan tindak pidana pembunuhan ini berjumlah 1 orang. 
       Dari hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi 
POLRI berupa Tindak pidana banyak terjadi di wilayah POLDA SULSEL-
BAR, Seperti tindak pidana penggunaan narkotika, penganiayaan dan lain-
lain. Disamping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, 
seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota POLRI 
tersebut.  Ketentuan mengenai kode etik profesi POLRI sebagaimana diatur 
dalam UURI NO. 14 Tahun 2011. Merupakan kaidah moral dengan harapan 
tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota POLRI agar mentaati 
dan melaksanakan kode etok profesi POLRI dalam segala kehidupan, yaitu 
dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 
pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut 
penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun jiga 
keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode 
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etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota POLRI harus 
mempunyai komotmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik 
buruknya institusi POLRI bergantung pada integritas moral yang tinggi pada 
setiap anggota POLRI. Apalagi POLRI adalah institusi yang paling dekat 
dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh 
segelintir oknum anggota POLRI maka hal itu akan dapat merusak citra 
POLRI secara kelembagaan. 
       Tindak kejahatan tertentu yang meresahkan masyarakat yang 
melibatkan oknum anggota POLRI tidak lagi dilihat sebagai perilaku individu 
tetapi langsung ditujukan kepada kultur atau budaya POLRI. 
       Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada POLRI untuk 
bertindak sehingga POLRI memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat 
apa bila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Menurut UU RI No.2 
Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa POLRI diberi wewenang 
dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya 
sendiri atau biasa disebut dikenal dengan diskresi fungsional yang 
menempatkan pribadi-pribadi POLRI sebagai faktor sentral dalam penagakan 
hukum.       Secara lebih rinci pasal 18 UURI No.2 Tahun 2002 menyatakan : 
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri. 
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(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik POLRI. 
 
Dengan demikian menurut penulis setiap anggota POLRI harus memiliki 
moral yang sangat tinggi agar tidak terpengaruh oleh godaan-godaan untuk 
melakukan hal-hal atau perbuatan untuk kepentingan pribadi. 
 
B. Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI 
terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. 
 
Pelanggaran hukum dan penyalah gunaan kewenangan merupakan 
isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih 
diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan 
ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidak 
percayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini. 
Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum 
memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku . Disisi lain 
penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, baik yang dilakukan 
ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya 
berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra POLRI. 
Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI saat ini adalah tegaknya 
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supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi POLRI yang 
merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada 
pemerintah oleh para pencetus reformasi. 
Dalam penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah 
penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian POLRI. 
Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang 
ditemui anggota POLRI melakukan tindak pidana. Permasalahannya 
adalah, ketika anggota POLRI terlibat dalam suatu tindak pidana, 
kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse POLRI. Hal ini sangat 
mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa 
tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga 
dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan 
kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya 
bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman. 
Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota 
profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau 
dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang 
tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa 
terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. 
Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh 
sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat 
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dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya 
justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. 
Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode 
Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota POLRI yang berada di 
wilayah Polda Sulsel-bar masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana 
dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-
turut. 
Proses dari penangan Polisi yang melanggar kode etik profesi 
Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai 
berikut: 
1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana 
diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau 
sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 
2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang 
organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan 
(Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan 
pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan 
yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan 
penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal. 
3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang 
melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. 
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4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos 
untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap 
adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada 
proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai 
dengan yang telah diatur dalam KUHAP. 
5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah 
terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik 
Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan 
kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode 
Etik Polri (KKEP). 
6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana 
yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum 
atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan 
putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan 
sidang KKEP. 
Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan diatas berikut adalah 
penjelasannya secara lebih rinci : 
Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka 
melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari 
masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui 
Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan 
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(Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan 
kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit 
Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan 
terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya. 
Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi 
Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan 
hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. 
Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan 
menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari 
masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. 
Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana 
diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan 
umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 
Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.  
       Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang 
kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan 
umum bagi anggota POLRI dimana pemeriksaan terhadap anggota 
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POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan 
kepangkatan. 
Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan 
Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni : 
a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat 
serendah- rendahnya Bintara. 
b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat 
Bintara. 
c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat 
serendah – rendahnya Bintara 
d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggoata yang berpangkat 
serendah - rendahnya Perwira Pertama. 
e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang 
berpangkat Perwira Menengah. 
Namun dalam melakukan penyidikan, penyidik tidak terlepas dari 
factor-faktor penghambat dalam melakukan penyelidikan. Berkaitan 
dengan penyidikan terhadap tindak pidana, yang merupakan bagian dari 
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penegakan hukum pidana, menurut Soerjono Soekanto25 tidak terlepas 
dari faktorfaktor yang menghambat sebagai berikut: 
1. Faktor perundang-undangan ( substansi hukum). 
Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin 
memungkinkan penegakannya, sebalikya semakin tidak baik suatu 
peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara 
umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum 
yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi. 
2. Faktor penegak hukum  
Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan 
hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun 
pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi 
huktim pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik 
wisata. 
3. Faktor Prasana atau Fasilitas 
Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung 
dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini 
digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang 
tertib dan taat hukum. 
                                                          
      
25
) Soerjono Soekanto. 1991. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 
Rajawali. Jakarta. hal. 45. 
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4. Faktor kesadaran hukum 
Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menetukan 
penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang 
hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan 
kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya 
penegakan hukum itu. 
       Kemudian jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, 
mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta 
saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara 
tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam 
melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan 
tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan. 
       Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 
2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi 
Anggota POLRI dijelaskan bahwa :  
1. Anggota POLRI yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat 
diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan 
secara langsung. 
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara 
sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 
Kapolri. 
       Pemberhentian sementara dari dinas POLRI sebagaimana dimaksud 
Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam 
arti bahwa status anggota POLRI ketika dilakukan penyidikan 
dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan 
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu 
dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata 
dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat 
diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata 
"dapat" bisa diartikan “dilakukan pemberhentian sementara dari dinas 
Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari 
dinas Kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban 
atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh 
pejabat yang berwenang terhadap anggota POLRI yang dalam proses 
penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara. 
Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar 
permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman 
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terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian 
penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani 
bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak 
pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal POLRI, 
yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI. 
Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, 
juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik 
Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman 
disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.  
Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota POLRI 
yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui 
mekanisme sidang disiplin (internal POLRI), bukan berarti proses pidana 
telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk 
dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban 
menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik 
Profesi POLRI. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum 
dalam menyikapi permasalahan anggotanya. 
Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan 
atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota POLRI, maka 
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peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 PP 
No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI adalah 
atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum 
disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum 
ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum 
termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal 
POLRI, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus 
sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh 
dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing 
anggotanya. 
Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang POLRI dan 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis 
institusional peradilan umum bagi anggota POLRI memberikan 
pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. 
Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika 
seorang anggota POLRI melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia 
harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-
undang. Hal senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 
2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”Dalam 
pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI diperlukan dasar 
hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan 
tindak terhadap setiap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. 
Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Piadana (Undang- undang No 8 Tahun1981). Sehubungan 
dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota 
POLRI, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang- 
undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam 
pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan 
tindak pidana sebagai berikut: 
a) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
b) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis 
Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI 
       Pedoman kerja dalam pelaksanaan pemeriksa ini adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 
2011 tentang kode etik profesi POLRI. 
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       Sesuai ketentuan peraturan KAPOLRI Nomor: 14 Tahun 2011 
tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding 
komisi kode etik POLRI dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran 
yaitu: 
a. Pelanggaran kode etik profesi POLRI,. 
b. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 
2003 tentang pemberhentian anggota POLRI 
c. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota 
POLRI 
 
 Dari hasil penelitian penulis mendapat sanksi/hukuman yang 
dikenakan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana.  jenis 
sanksi/hukuman tersebut yakni berturut-turut penempatan ditempat 
khusus, diberhentikan dari jabatan yang bersifat demosi, pemberhentian 
sementara gaji dan pemberhentian dari anggota POLRI, khusus untuk 
pemberhentian dilaksankan setelah dilaksanakannya sidang kode etik 
profesi POLRI yang merekomendasikan pemecatan yang diajukan 
kepada atasan Ankum dalam hal ini adalah kepala kepolisian daerah. 
Sesuai dengan ayat 1 pasal 21 PP No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 
Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan : 
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(1). Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran 
KEPP berupa: 
a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan 
Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan 
pihak yang dirugikan; 
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental 
kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, 
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) 
bulan; 
d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi 
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; 
e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi 
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; 
f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi 
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 
g. PTDH sebagai anggota Polri. 
 
       Dari uraian tersebut di atas dapat penyusun simpulkan bahwa dalam 
proses penyidikan terhadap tersangka anggota POLRI, pada dasarnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
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Pidana (KUHAP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman 
kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka 
anggota POLRI sebagaimana diuraikan di atas. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa 
berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, 
penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian 
uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal lalin sebagaimana 
tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 11 
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , dijelaskan bahwa 
jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian 
negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan 
tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau 
hal lain.  
2. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi 
Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah      
Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, 
memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang 
mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI sebagaimana 
diuraikan di atas. 
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B. SARAN 
1. Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi POLRI 
dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya POLRI lebih 
meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan 
cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, 
menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku 
sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota 
POLRI serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi 
pelanggaran kode etik profesi lagi. 
2. Bagi Masyarakat Diharapkan masyarakat lebih dapat memahami 
bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan 
pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga 
masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak 
secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum 
apabila melakukan suatu pelanggaran. 
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